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BUPATI NABIRE
FROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026

TENTANG

FERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

BUFATI NABIRE,

- bahwa mengubah/memberi nama Nomenklatur Sekolah

setiap jenis dan jenjang sekolah diurutkan berdasarkan
Distrik, maka terjadilah perubahan Nomenklatur pada
satuan Pendidikan dan  berdasarkan Berita Acara
Kesepakatan Perubahan Nomenklatur Sekolah Nomor -
BO0/353/1/2026, perlu dilakukan penyesuaian;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud

dalam huruf &, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah:

. Undamg-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Eabupaten.
Habupaten di Propinsi Irian Barat [Lembaran N,
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29071

+ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sehagnl mang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nemor 21 Tahun 200] fentang Monomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2031 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 6697);

- Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan KHedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peru.mlanE
undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahyn
2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Megara Repuhblik
Indonesia Nomor 6801}
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 l_entar_ag
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5587), scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhis dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804):

Peraturan- Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Paniai,
Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat I Paniai di wilayah Propinsi Papua Daerah
Tingkat [ Irian jaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 76, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3648):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengparaan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provingi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Indulk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi  Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nemor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh [Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 157);
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14, Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2026
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Dacrah
Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Craerah
Kabupaten Nabire Tahun 2026 Nomor 1);

15, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Crgenisas
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan {Berita Dacrah Kabupaten
Nabire Tahun 2023 Nomor 109;

16, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mabire Tahun Anggaran 2026 ([Berita Daerah Kabupaten
Mabire Tahun 2026 Nomor 2);

Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire
NMomor : 800/331 /12026, Tanggal 28 Januari 2026,

MEMUTLISKAN :

Perubahan MNomenkdatur Sekolah di EKabupaten Nabire,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran Il dan
Lampiran I Keputusan ini.

Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU harus memperhatikan :

1. Mengubah/memberi nama nomenklatur Sekolah setiap
Jjenis dan jenjang diurutkan berdasarkan Distrik.

2. Pihak sekolah harus mengganti papan nama sekolah sesuai
dengan Perubahan Nama Nomenklatur Sekolah yang baru.

3. Pihak sekolah harus membuat stempel sesuai dengan nama
nomenklatur sekolah baru sebagai pengganti  dtempel
sebelumnya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dutetapkan di Nabire
pada tangpal 29 Januari 2026
BUPATI NABIRE,

tted
MESAK MAGA]

A YULIAN MULIANTO, SH.

Keputusanp ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire:

INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;

2
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire di Nahire:
]
a

Kepala Badan Perencansan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire di

Nabire;

o

Nabire;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire di

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
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LAMPIRAN (I
KEPUTLISAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR BEKOLAH

PERUBAHAN MOMENKLATLUR BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA] KABUPATEN NABIRE

WO | NAMA SATUAN T BENTUR ETATLE e I
PENDIDIOAN HEEN FENDIDIKAN | SERCLAS ALAMAT KAMPUNG fEELURAHAN GISTRIK z_uIEaP_E._ R EARL
|_|.. 4 NRGER] H FLLIS KFG NABIRE L= TER HMA HEGEZR JL. JALLUR & TiMUR T ELMI BAYA NABIRE
_ RE L | BARAT | GMA NEGER] | TLUS KPG NABIRE BARAT
60302084 | M NEGERI JL HAFRE — [ILACGA KM 32 MARGA JATA UWAFA EMA NEGER] [ I'WAFA
BOI01855 aMa NECERI Eﬂgnﬁﬁs . BUMI MULLA WANGOAR | SMA NEGERI | WARGGAR
SOI0GRI | SMA NEQER] L OALUNGOUNG FIHA MAKIMI SMA NEGER] | MAKIML
ot LT SMA NEJERT | JL v..&:.u.__"...ns..um:um.._ AANOEA ~ NABIRE EMA NEOER! 2 KABIRE
BUPATI NABIRE,
ted




LAMPTIRANM [T1

KEPUTUSAN BUPATI NABIRE

NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTAMCG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

FERUBAHAN NOMENKLATLIR BARU
SEXOLAH MENEMGAH KEJURUAN (SME) KABUPATEN NABIRE

] BIAMLA EATUIAH BENTURK
_ : PENDIDIAN -y WPEN | poniikin Lol ALAMAT KAMPURO/KELURAHAN | DISTRIK | NOMENKLATUR BARL
EMIK  MEGER TEKH . | eOEDI907 HME 1 zﬂmﬂ" JL. ZEBDGCO SAMADSA | TELUK KIMI | 5MRE NEGER] | TERNOLOGH TNFCRsAgl |
INFORKASL DAN KOMUMIEAS] RARIRE | . P  sanfADUES Py _n_ AN KOMUNIKAST TELUK KIME :
FERE 3 2 AGRIBIEMIE  DAN | 60001905 HMK NEGK:H JL. PORCE LAGARE LAGART JATA AAA TN wﬂnznszw___.._ﬂ_ﬁ I AGHIBISNIE DA |
L HASIRE o VR ik ]
1| EMK NEQER 5§ PARTWISATA NAR(RE EFRaNIRE T NEGEM JL. WIRASEA 5. A WIRAGHA CARD SMK NEGEW | PARIWISATA WARGGAE

BUPATI HABIRE,
ixd
MESAK MAGAI
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